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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI BALI
NOMOR 4¢3 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN [ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH DARUSSALAM

KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUMHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang @ a

Jumt

Mengingal

o

PROVINSI BALL

bahwa dalam rangka pelaksanasn ketentuan Pasal 8
avat (2] Peraturan Menter: Agama Nomor 90 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrazah,
perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah
Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Bali:

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
Madrasah  yang  bermuty, periu memberikan
kesempatan masyvarakat melalui organisasi berbadan
hulum  untuk  menyelenggarakan  madrasah sesuai
dengan Standar Nasional;

bahwa madrasah vang tercanmum dalam Lampiran

Keputusan ini telah mementihi persvaratan
administratif, teknis, dan kelayakan yang telab
ditetapkan;

hahwa  berdasarksn  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huraf a, hural b dan huraf ¢ di atas,
perlu menetapkan Reputusan Wepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinst Bali tentang Penetapan
Pemberian  lzin  Operasional  Pendirian  Madrasah
Tsanawiyvah Darussalam Kabupaten Jembrana.

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 entang Sistem

Pendidiltan Nasional (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4301);
Undang-Undang Nemor 14 Tahun 2005 tentang Gurua
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586];

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indoensia Nomor 4486
sehagaimana  lelah  diubah  dengan Peraturan
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Femerintah Momor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional!l Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 54 10);

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang

Wajib Belajar Pendidikan Dasar ([Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863,

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Repubhk
indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4864,

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang

Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Nomor 4441)

. Peraturan Pemerintah MNomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dlan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Megara Republik Indenesia Tahun 2010
Momer 23, Tambsahan Lembaran Negara Republik
indonesia Momor 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintab Nomor
17  Tahun 2010 tentang Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan  Pendidikan (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor [1Z2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5157);

B Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24

10.

Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk
Sekolah Dasar/Madrasah [ktidaiyah, Sckolah Menengah
Pertama/ Madrasah Tsanawivah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Alivah;

CPeraturan Mentert  Pendidikan Masional Nomor 13

Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di  Kabupaten/Kota sebagaimana Lelah
diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomaor 15
tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggarsan Pendidilkkan Madrasah [Berita
Megara Republilk Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang FPenyelenggaraan Pendidikan Madrasah [Berita
MNegara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 1733);

1 1.Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama
Islam pada Sckolah [Berita Negara Republile Indonesia
Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013
tentang Perubzhan Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan



Menetapkan

KESATL

KEDUA

HETIGA

KEEMPAT

Pengawas Pendidikan Agama lslam pada Sckolah (Berita
Negara Republik Indenesia Tahun 2013 Nomar 684);

12 Keputusan Menteri Apama Nomor 2074 Tahun 1998
tentang Petunjulk Felaksanaan Pendelegasian
Wewenang di Lingkungan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGANA PROVINGI BALI TENTANG PENETAPAN
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH DARUSSALAM KABUPATEN JEMBRANA

: Menetapkan izin Operasional Pendirian Madrasah kepacla

madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dar Keputusan ini.

Selelah janglka waktu 4 [Empat] tabun, Kepala Madrasah

vang bersanglutan wajib:

i, menyampaikan laporan  perkembangan  madrasah
kepada Kepala Kantor Kementerian Agama  yang
memuat paling sedikit perkembangan jumlah peseria
didil, pelaksanaan kurilculum, pelaksanaaan
pemenuhan  standar  sarana prasarana,  dan
pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan  dan
lenaga kependidikan; dan/atau

b, mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/
Madrasah kepada BAP-3/M sesual  ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Dalam  hal perkembangan Madrasah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi scbagaimana dimaksud Diktum
Kedua huruf b mendapal peringkat minimal C, maka izin
operasional schagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
tetap berlalku,

Dalam hal perkembangan madrasah  sehagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua hurul a dinilai memenuhsi
standar pelayvanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum
Kedua huruf b tdak mendapat peringkat minimal C, maka
izin operasional sebapsimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu dicabuat.
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I Reputusan il mulal berlakn sejak tanggal ditetapkan.

. Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2§ Agustus 2017

A NTOR WILAYAH
W ARIAN AGAMA PROVINSI BALL




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSGI BALl

NOMOR 4,6 TAHUN 2017

TENTANG .

PENETAPAN PEMEBERIAN [ZIN PENDIRIAN MADREASAH TSANAWIYAH
DARUSSALAM KABUPATEN JEMBRANA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1 [ Mama Madrasah Madrasah Tsanawiyah Darussalam
2 | Nomaor Statistik Madrasah 121251010012
' JI. TPl Pengambengan Desa/ Kelurahan

3 | Alamal Madrasah Penigambengan Kec.Negara Kab. Jembrana
. Provinsi Bali

4 | Nama Organisasi YAYASAN DARUSSALAN

Penyelenggara PENGAMBENGAN
5 Akte Notaris Organisasi Na. 3 Aunuurrofig, SH., M.Kn. Tanggal 5

- Penyelenggara Desember 2016

Pengesahan Akte Nataris | AHUQO493194H0112 Tanggal 7 Desember

G | Organisasi Penyelenggara | 2014 |

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Agustus 2017

R ANTOR WILAYAH
iz lAN AGAMA PROVINE]I BALIL
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PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
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Mama Madrasah ¢ MADRASAH TSANAWIYAH DARUSSALAM

Alamat : JL. TPI FENGAMBENGAN

Kelurahan : PENGAMBENGAN

Kecamatan ;. NEGARA

Kabupaten/Kota . HABUPATEN JEMERAMA

Provinsi : BALI

Fenyelenggara Madrasah  : YAYASAN DARUSSALAM PENGAMBENGAN

Akle Mataris Penyelenggara @ NO. 3 AUNUURROFIQ, SH., M.KN. o

Pengesahan Akte Motarie - AHUDD49319AHO112 TANGGAL ?‘DESEMBER 78
2016

Berdiri Sejak © 2B AGUSTUS 2017
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Dengan Nomaor Statistik Madrasah (NSM):

2 = 1 0 1 0

STEAS

Denpasar, 28 Agustus 2017
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